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GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan
Rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan
dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai
dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan
bersama;,

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana
dimaksud pada konsiderans huruf a merupakan perwujudan
dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 yang
dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati
bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan dengan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2020;

Pasal 18 ayat {6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat 1 Kalimantan
Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah  Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6057);
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Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman = Pengelolaan Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019
tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomeor 1560);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655];

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2007 Nomor 13);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

dan
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan rincian
sebagai berikut:
a. Pendapatan Daerah Rp7.230.905.164.000,00
b. Belanja Daerah Rp7.580.905.164.000,00(-)
Surplus/(Defisit) (Rp350.000.000.000,00)
G Pembiayaan Daerah:
a. Penerimaan Rp350.000.000.000,00
b. Pengeluaran Rp0,00(-)
Pembiayaan Netto Rp350.000.000.000,00(-)
SILPA Tahun Berkenaan: Rp0,00
Pasal 2
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp3.824.033.840.000,00
b. Pendapatan Transfer sejumlah Rp3.323.474.224.000,00

(2)

(3)

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp83.397.100.000,00

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah sejumlah Rp3.113.500.000.000,00
b. Retribusi Daerah sejumlah Rp37.081.073.000,00
c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp51.600.000.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
sejumlah Rp621.852.767.000,00

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis pendapatan:
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sejumlah Rp3.323.474.224.000,00
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Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ terdiri dari jenis pendapatan:

Pendapatan Hibah sejumlah Rp83.397.100.000,00
Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp3.979.214.851.298,00

b. Belanja Langsung sejumlah Rp3.601.690.312.702,00

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri

dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp1.673.438.604.498,00

b. Belanja Hibah sejumlah Rp915.133.809.800,00

c. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah sejumlah Rpl1.380.642.437.000,00

d. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp10.000.000.000,00
Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah sejumlah Rp350.000.000.000,00

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sejumlah Rp0,00

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
Pembiayaan:
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
sebelumnya(SILPA) sejumlah Rp200.000.000.000,00
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp150.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran I Ringkasan APBD,

b. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan

Organisasi SKPD;

c. Lampiran II1 Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi SKPD,Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi SKPD,Program dan Kegiatan;

e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan

Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

f. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

g. Lampiran VII  Daftar Piutang Daerah;



h. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

i. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan aset Tetap

Daerah;

j. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;

k. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang

Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun
Anggaran ini;

l. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

m. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

(1)

(2)

(1)

Pasal 6

Dalam hal terdapat perbedaan jumlah Dana Alokasi Khusus yang dianggarkan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
dengan penetapan Dana Alokasi Khusus oleh Menteri Keuangan dan/atau
adanya tambahan dana yang bersifat khusus lainnya, maka dilakukan
Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2020.

Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mendahului
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran 2020 melalui
Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020,
untuk selanjutnya diakomodasikan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Pasal 7

Dalam keadaan darurat, keperluan mendesak serta pengembalian atas
kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya,
Pemerintah Daerah dengan pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dapat melakukan:

a. pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran
melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020;

b. pergeseran anggaran belanja antar program, antar kegiatan, dan/atau
antar jenis belanja dalam satu SKPD dan/atau antar SKPD;

c. penghematan belanja daerah dalam rangka peningkatan efisiensi, dengan
tetap menjaga sasaran program/kegiatan prioritas yang tetap harus
tercapai; dan/atau

d. dalam hal realisasi penerimaan daerah tidak cukup untuk memenuhi
kebutuhan pengeluaran daerah pada saat tertentu, kekurangannya dapat
ditalangi dari dana sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), dana dari hasil
penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya serta
Pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, dan/atau
memanfaatkan kas yang tersedia.
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(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, yaitu sebagai berikut:

a. penurunan pertumbuhan ekonomi di bawah asumsi dan deviasi asumsi
ekonomi makro lainnya yang menyebabkan turunnya pendapatan daerah
dan/atau meningkatnya belanja daerah secara signifikan;

b. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau yang

berdampak sosial, dan/atau kejadian luar biasa, apabila belanja yang
tersedia tidak mencukupi dan/atau belum tersedia anggarannya,

c. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

d. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan
publik;

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang apabila ditunda
akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan
masyarakat dan/atau menambah pengeluaran biaya bagi pemerintah daerah
seperti:

a. program dan kegiatan yang merupakan arahan dari pusat;
b. pelayanan tamu pimpinan yang belum teranggarkan dan atau yang tidak
mencukupi anggarannya;

c. kegiatan koordinasi yang belum dianggarkan namun bersifat strategis dan
atau mendadak;

d. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam talhan anggaran berjalan;

Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan
tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan; dan/atau

g. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 8

Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Gubernur.

(2) Dalam hal terjadi perubahan Kelembagaan pada Pemerintah Provinsi
Kalimantan Selatan, maka atas Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2020 akan dilakukan

perbaikan/penyesuaian sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.



Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai
dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin

%

Diundangkan di Ban_]arbaru )
pada tanggal 12

SELATAN,

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2019 NOMOR -

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (13-390/2019)



